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MOTTO

“Jika Keadilan tidak lagi dijadikan dasar dalam pembentukan hukum maka

hukum yang ada tidak lain dari penjelmaan nafsu angkara”

*Iwan Dharmawan, jurnal Keadilan, Hal 42 Vol 3 No 2 Th 2003, Pusat Kajian
Hukum dan Keadilan Jakarta*
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RINGKASAN

Pendaftaran tanah diselenggarakan pemerintah untuk menjamin kepastian
hukum atas tanah. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah dengan jalan penerbitan suatu surat tanda bukti hak atas tanah
(sertipikat). Sengketa kepemilikan tanah antara lain yaitu sertipikat-sertipikat yang
diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan per-UU-an
yang berlaku, sehingga sertipikat tersebut harus dicabut dan dianggeap batal demi
hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahei, menganalisa
dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas
tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Sumber
bahan hukum primer diperoleh dari hasil konsultasi dan wawancara langsung
dengan pihak ahli waris dari Bapak Supija Rabudin Alm. Dan Juga dengan pihak
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sedangkan sumber bahan hukum skunder
diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
alasan yang digunakan oleh ahli waris untuk memohon pembatalan sertipikat yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku pejabat TUN, upaya
hukum yang ditempuh oleh ahli waris untuk menyelesaikan masalah tanah
miliknya, dan proses pembatalannya.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penggugat dengan dasar beberapa
alas hak yang ia pegang, maka ia menggugat untuk permbatalan beberapa
Sertipikat Hak Milik (antara lain nomor 1759, 2428, 4801, dan 4802) yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember karena beberapa Sertipikat
Hak Milik tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka upaya
penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya setelah

diputuskan oleh hakim Peradilan TUN, maka yang merupakan kewenangan

X1i
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membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

Saran dalam skripsi ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan bekerja
secara cermat dan melalui prosedur yang benar dalam menerbitkan Sertipikat Hak
Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802 pada khususnya dan sertipikat hak atas
tanah yang lain pada umumnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagi
pejabat Tata Usaha Negara (TUN) hendaknya sering mengadakan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan juga
dalam memberikan pelayanan yang baik kcpada masyarakat dan bukannya

menyulitkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang
tidak dapat dipisahkan. Bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun
manusia masih memerlukan tanah. Semua aktifitas manusia sebagai individu
maupun sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan tanah. Secara
individu manusia memerlukan sandang, pangan, papan yang mensyaratkan adanya
tanah. Secara sosial banyak dijumpai pemilikan tanak masyarakat misalnya tanah
adat (ulayat), tanah bengkok desa, pendirian balai desa, sekolah, dan sebagainya.
Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kemajuan tingkat peradaban
manusia (Saleh, 1977:7)

Peranan tanah yang sangat besar bagi kehidupan manusia dapat digunakan
sebagal sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia
sebagai warga negara yakni  yang menyagkut Kkepentingan pribadi dan
kepentingan umum harus terdapat keseimbangan.  Oleh  karena itu, jika
kesetmbangan tersebut tidak dapat dijaga akan mengakibatkan lahirnya suatu
_ sengketa baik antara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan pemerintah
dalam hal hak penguasaan tanah (Kartasapoctra, 1984:132)

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (elah
memberikan landasan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipcrgunakan  untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar in1, dapat diketahui bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang menjadi tujuan ntama dalam pemaniaatan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Masalah kepemilikan hak atas tanah tclah dilindungi dar diatur dalam UU
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa
dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terutama dalam Pasal 4
ayat 1 disebutkan :
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“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya bermacam-macam hak aias permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat Indonesia mempunyai posisi sential dalam hal menguasal semua
hak atas tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini
menghindari sifat absolut kepemilikan hak atas tanah sebagaimana hak eigendom
dalam KUHPerdata. Penguasaan semua tanah di wilayah Indonesia ada di tangan
Negara tetapi tidak mengesampingkan adanya hak perseorangan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) sedangkan mengenai hak milik atas tanah diatur
dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tetap mengindahkan Pasal 6 UUPA yang
menentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas tanah dan tidak memiliki jangka waktu atau daluarsa sebagaimana hak atas
tanah lainnya (Parlindungan, 1998:137)

Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka dirasa
perlu untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Kepastian hukum ditujukan agar
Jpara pihak dapat dengan mudah mengetahui status tanah, letak, dan batas-
batasnya, siapa yang memiliki dan beban-beban hak diatasnya.  Dengan
pendaftaran hak atas tanah maka tercapailah perlindungan hukum karena dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan  (Harsono,
1999:458)

Kenyataan menunjukkan banyak terjadi sengketa pertanahan terutama
masalah seputar penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang  diketahui
mengandung cacat hukum dengan artian bahwa penggugat sebagai pemilik tanah
Petok D yang menguasai tanah tersebut tidak mengetahui bahwa tanah miliknya
sudah dinyatakan bersertipikat hak milik atas nama orang lain, informasi tersebut
diperoleh dari mantan pegawai Kantor peratanahan Kabupaten Jember. Dalam

kasus yang penulis angkat adalah sertipikat hak milik yang dimiliki oleh para

.
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2l

tergugat di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang
diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Jember.

Bertitik tolak pada kasus tersebut, maka penulis tertarik uniuk mengkaji
atau menganalisa kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap
Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah oleh Kantor Perianahan Kabupaten
Jember. (Studi Kasus Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1759, '2428, 4801, dan
4802 di Kelurahan Sumbersari).

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini tentunya diperlukan suatu bahasan yang tepat baik
dari segi materi maupun bahan penunjang lainnya agar dapat menjadi hasil yang
lebih baik. Untuk itulah penulisan skripsi ini juga memiliki ruang lingkup didalam
penyusunannya. Ruang lingkup dalam skripsi ini hanya membatasi pada masalah
Hukum Administrasi Negara karena pembahasan dalam permasalahan mengenai
Keputusan Tata Usaha Negara dari Pejabat Publik sebagai Pejabat Tata Usaha
Negara. Hal tersebut sesuai dengan judul maupun didalam penulisan skripsi ini
sehingga terhindar dari perluasan pokok permasalahan maupun pembahasan yang,

tidak sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka
permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah _
I. Alasan apa yang digunakan oleh para ahli waris dari Supija Rabudin
Alm.untuk memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

(3]

Upaya hukum apa yang harus ditempuh olch para ahli waris dari Supija
Rabudin Alm.untuk menyelesaikan masalah tanah miliknya?

3. Bagaimana proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801
dan 4802 di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten

Jember?
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1.4 Tujuan Penulisan

Kegiatan atau proses aktifitas yang dilakukan tenturya harus mempunyai

tujuan untuk memberi arahan dalam melangkah sesuai maksud dari dilaksanakan

kegiatan tersebut. Begitu pula penulisan ini Juga mempunyai tujuan :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah sebagai berikut :

i3

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Universitas Jember,

Untuk dapat memahami dan mengkaji  persoalan hukum dan
perkembangan dimasyarakat yang kemudian dapat disumbangkan kepada
khalayak ramai sebagai tambahan ilmu terutama bagi para ahli waris

dalam rangka pendaftaran hak milik atas tanah.

1.4.2 Tujuan Khusus

2

N

Untuk mengetahui alasan pembatalan Sertipikat  hak Milik yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang akan ditempuh
oleh para penggugat.

Untuk mengetahui proses pembatalan Scrtitipikat Hak Milik tersebut yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
I

1.5 Metode Penulisan

Setiap karya ilmiah harus mengandung suatu kebenaran. Mctodelogi

~merupakan suatu prosedur atau rangkaian care yang sistematis untuk menggali

kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah (Soemitro, 1999:350)

Penggunaan suatu metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar

dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam hal

penulisan skripsi digunakan metode penulisan berupa pendekataan masalah,

sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan

hukum.
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan
melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang

berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1999:10)

" 1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skipsi ini terdiri dari dua
sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan desar atau bahan asli yang dipeoleh
dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang lain, bahan hukum
primer ini dapat dipeoleh dari membaca peraturan  dasar, peraturan
perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi, dan traktat (Soemitro,
1999:12)

[

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang eral Kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membanty menganalisis dan memahami
bahan hukum primer (Soemitro, 1999:12),

Bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penclitian orang lain,
majalah-majalah  hukum, literatur-literatur yang  mendukung  untuk

membahas permasalahan,

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari peraturan perundang-
undangan, literature, schingga diperoleh bahan hukum yang bersifat primer dan
sekunder yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan
permasalahan yang akan dibahas. Selain itu metode pengumpulan bahan hokum

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Wawancara
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Metode wawancara yaitu pengumpulan dan pengolahan bahan hukum
yang diperoleh dari keterangan-keterangan atau penjeclasan-penjelasan langsung
dari sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum itu antara lain :

. Bapak Handoko selaku kepala seksi pendaftaran tanan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember;

]

Bapak Susyadi selaku seksi pemerintahan di Kelurahan Sumbersari
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember; dan
3. H. Abdullah sebagai salah satu ahli waris dari Bapak Supija Rabudin.

b. Studi dokumen
Untuk memperoleh data skunder diantaranya dilakukan dengan studi
dokumen, yaitu cara pengumpulan bahan hukum dari dokumen yang diperolach

dart instansi yang terkait dengan permasalahan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan huhum tersebut diperoleh  kemudian  disusun  secara
kronologis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan mclode deskriptif’
kualitatif, yaitu bahan hokum yang didapatkan dari nara sumber baik secara lisan
maupun tertulis, diteliti kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifal
dan karakter dari objek penelitian dan sclanjutnya permasalahan yang timbul
ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan permasalahan. (Soemitro, 1999:98).

Kemudian dalam menarik kesimpulan, cara yang digunakan adalah dengan
menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari
permasalahan yang bersifat khusus menuju permasalahan yang bersifat umum.

Penelitian yang deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas

mengenal masalah yang dibahas sehingga akan dipeoleh kesimpulan yang sesuai.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1. Fakta

Supija Rabudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 sesuai
dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Kranjingan Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember No.474.3/86/536.1 2003, Tanggal 18 juni 2003
telah meninggalkan tujuh ahli waris yang semuanya bakerja sebagai
swasta/petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari
kabupaten Jember

Pada tahun 1900, Supija Rabudin memiiiki tanah seluas kurang lebih 2.7
Ha., yang terletak di Jalan Kalirang Lingkungan Gumuk kerang, belakang SDN
Sumbersari 1 Jember (keadaan lokasi tanah sebagian gunung 75 % dan daftar
sawah tegal 25 %)

Kurang lebih tahun 1940 tanah tersebut disewa oleh Belanda untuk gudang
tembakau PTP XXVI dari Supija Rabudin dan baru diserahkan kembali pada
tahun 1986 kepada pemerintah Camat Sumbersari, selanjutnya tanah-tanah
tersebut dikapling-kapling oleh pihak camat Sumbersari tanpa sepengetahuan
pihak ahli waris termasuk Juga penyerahan tanah dari pihak PTP XXVI kepihak
kecamatan Sumbersari. Padahal tanah objek sengketa tersebut sudah dikuasai
penuh dan dikerjakan sendiri oleh para ahli waris (karena gudang dan tanah tidak
dibutuhkan lagi oleh pihak PTP XXVI)

Tindakan pengaplingan tanah yang dilakukan oleh Camat Sumbersari
kemungkinan didasarkan pada pemikiran bahwa tanah tersebut dianggap tanah
“milik negara (domain) padahal ahli waris'mempunyai bukti petok D yang masing-
masing bernomor :

Petok D : No.3605 tahun 1940/1941 luas 20161 M?2
Petok D : No.4428 tahun 1939/1940 luas 6906 M?
Petok D : No.3605 tahun 1959 luas 20161 M2
Petok D : No.4428 tahun 1959 luas 6906 M2
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Kesemuanya atas nama Supija Rabudin, begitu juga digambar ukur buku kretek
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sampai sekarang gambar dan nama masih
dicatat atas nama Supija Rabudin.

Para ahli waris pada tanggal 2 Juni 2003 baru mengetahui dari bapak
Supriadi (mantan pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Jember) bahwa tanah
warisan dari Supija Rabudin tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak 28
(Dua Puluh Delapan) Sertipikat Hak Milik yang masing-masing antara lain atas
nama :

1. Sertipikat Hak Milik No.1759 atas nama Drs. Madi Haryono;

2. Sertipikat Hak Milik No.2428 atas nama Drs, H. Muchammad Rifa’i;
3. Sertipikat Hak Milik No.4801 atas nama Drs, Boediantoro:
4. Sertipikat Hak Milik No.4802 atas nama Drs. Syahruri Much. Rifz’i.

Meskipun sampai saat ini sebagian tanah tersebut sudah disertipikatkan,
tetapt seluruh tanah tersebut Kenyataannya sampai saat ini masih dimiliki,
dikuasai, dan dikejakan sendiri oleh ahli waris untuk tanai pertanian. Para ahli
waris juga belum pernah melakukan Jual beli atau mengalihkan hak atas tanah

.tersebut dengan cara apapun, sehingga para ahli waris merasa sangat dirugikan

dengan terbitnya ke 28 sertipikat Hak Milik tersebut.

2.2 Dasar Hukum
Peraturan-peraturan yang  digunakan sebagai dasar hukum dalam
pemahaman skripsi ini adalah sebagai berikut :
|. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
2. Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan  Undang-Undang  dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”
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Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan
bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang
tercantum dalam UU ini dan dengan peraturan perundangan yang lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama”.

Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan peraturan pemerintah

(2) pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi :

a. pengukuran, perpetaan dan pemnbukaan lahan,

b. pendaftaran hak-hak ates tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan

c. pemberian surat-surat dan tanda bukti hak vang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.

Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

(1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

(2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Pasal 21 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 teniang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria ;

“Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”.

Pasal 27 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak milik hapus apabila :

a. tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak (UU No. 20 Tahun
1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya),

b. karena penyerahan dengan sukarela;

¢. karena ditelantarkan;

d. karena tanahnya musnah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tentang Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah;

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.350 K/Sip/1968, yang
menyatakan bahwa “untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertipikat)
yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang
pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang  administrasi,
sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib meminta pembatalan
surat bukti hak milik (sertipikat) itu kepada instansi agraria berdasarkan
putusan pengadilan yang diperolehnya itu”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hak Atas Tanah
a. Pengertian Hak atas Tanah

Hak atas tanah dapat diartikan sebagai pemberian wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian tubub bumi dan air serta
ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang iangsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-
undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Salch, 1977:15)
Pengertian Tanah

“Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga
sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada

diatasnya” (Harsono, 1999:253).

: Tanah dalam pengertian hukum tanah adalah permukaan bumi,
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria
sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya bermacam-macam
hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan hukum”. ;

Berkaitan dengan pengertian tanah, yang dimaksud dengan bidang tanah

adalah suatu bagian tertentu yang terbatas, berdimensi dua, dengan luas yang
dihitung dalam meter persegi atau hektar. Sedangkan data tanah adalah berbagai
keterangan mengenai bidang tanah tertentu.

Pengertian Tanah Negara
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Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut
memberikan wewenang kepada negara dalam hal menguasai seluruh tanah di
wilayah Republik Indonsia untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Atas dasar Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 maka negara
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku badan
penguasa.

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, maka pernyataan “dikuasai”
dalam Pasal tersebut bukan berarti « dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang
memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa
, Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi menguasai tanah di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok
Agraria). Hubungan antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai

negara atas tanah di wilayahnye (Saleh, 1977:13)

b. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh
perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak didalam wilayah hak ulayat
masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Purbacaraka, 1984:27).

Menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang
dimaksud dengan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi social, vang dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain.

Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan
hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom.
Hak Milik mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

I. Turun temurun, artinya hak milik itu dapat diwariskan berturut-turut ataupun
diturunkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajadnya ataupun hak
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itu menjadi tiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi
perpindahan hak ( Parlindungan, 1998: 137);
2. Terkuat menunjukkan :

a. jangka waktu hak milik tidak terbatas,

b. hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak atas tanah
yang lain.

3. Terpenuh, artinya :

a. hak milik itu memberikan wewenang paling luas kepada pemiliknya jika
dibandingkan dengan hak-hak yang lain,

b. hak milik bisa merupakan induk dari hak-hak yang lain, artinya seorang
pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak
yang kurang dari pada hak milik, seperti sewa menyewa, menggadaikan,
menyerahkan tanah kepada orang lain untuk hak guna bangunan dan hak
pakai,

¢. hak milik tidak berinduk kepada hak tanah lain, karena hak mlilik adalah
hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak yang lain kurang penubh,

d. dilihat dari peruntukkannya, hak milik juga tidak terbatas.

4. Dapat beralih dan dialihkan:
5. Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan,
6. Jangka waktu tidak terbatas.

Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan
hukum seperti perseroan, perusahaan swasta maupun perusahan milik negara tidak
dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan hukum ini
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang “penunjukan
badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah”, vang pada
umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah, koperasi,

dan badan-badan sosial dan keagamaan.

¢. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah
Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik dapat

hapus oleh karena sesuatu hal, meliputi :
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a. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena :

1. pencabutan hak (UU No.20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya),

2. penyerahan secara suka rela oelh pemiliknya (KEPPRES No.55 Tahun
1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum),

3. ditelantarkan (Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 Tentang Penerbitan
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar),

b. Tanahnya musnah.

2.3.2 Sistem Pendaftaran Tanah
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudai ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Politik  hukum agraria kita menyebutkan bahwa mengenai  masalah

pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan sistem-sistem dan stelsel-stelsel
hukum agraria dari Negara-negara modern. Bagi Negara-negara yang
menyeienggarakan pendaftaran tanah, terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam
melaksakan pendaftaran tanah secara Recth Kadaster, yaitu sebagai berikut :
1. Sistem Positif

Menurut sistem positif ini, suatu sertipikat tanah yang diberikan itu adalah
berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-
satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini ialah bahwa pendaftaran
tanah adalah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku
tanah adalah tidak dapat dibantah kendatipiun ia bukan pemilik yang berhak atas
tanah tersebut. (Effendi, 1993, 32)
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Adapun yang menjadi kebaikan-kebaikan dari pada sistem positif ini
adalah :
adanya kepastian dari buku tanah yang bersifat mutlak;
b. peran aktif dari pejabat balik nama tanal:
¢. mekanisme kerja dalam penerbitan sertipikat tanah mudah dimengerti oleh
umum
Selain memiliki  kebaikan-kebaikan, sistem positif ini juga memiliki
kelemahan-kelemahan, yaitu :
a. pelaksanaan pendaftaran tanah yang bersifat aktif mengakibatkan waktu
yang dipergunakan menjadi sangat lama;
b. pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dapat kehilangan haknya
dikarenakan kepastian dari buku tanah itu sendiri:
¢. wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administrasi, yaitu
dengan diterbitkannya sertipikat tidak dapat diganggu gugat.
2. Sistem Negatif
Pada sistem negatif surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagi alat
pembuktian yang kuat berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum
didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai
ketentuan yang benar, sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang
membuktikan sebaliknya (Perangin-angin, 1979:78)
Dalam sistem negatif ini terdapat juga kebaikan-kebaikan serta
kekurangan-kekurangan, kebaikan-kebaikan dari sistem negatif ini antara lzin :
a. adanya perlindungan pada pemegang hak yang sebenarnya;
b. adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertipikat tanah diterbitkan.
Sedangkan yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam sistem negatif ini
adalah sebagai berikut :
a. peran pasif pejabat balik nama tanah menyebabkan tumpang tindihnya
sertipikat tanah,;
b. mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian

rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan secara tegas mengenai
sistem pendaftaran tanah yang dianut, tetapi jika kita mendasarkan pada ketentuan
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ yaitu, kegiatan pendaftaran tanah yang terakhir adalah
pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka
Jelaslah bahwa Unadang-Undang Pokok Agraria memakai sistem negatif yang

bertendensi positif dalam melaksanakan pendafiaran tanah.

2.3.3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
a. Pengertian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang
kemudian dijilid menjadi satu diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah yang diberikan tersebut adalah
akibat adanya perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah dan selanjutnya
diterbitkan sertipikat tanah oleh kantor agraria Kabupaten/kotamadya setempat.
(Effendi, 1993:25)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
_pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data vuridis yang (ermuat
didalamnya sepanjang kedua data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. (Harsono, 1999:404)

Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku tanah
yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur, salinan
buku tanah itu dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan
suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan, disebut
sertipikat. (Perangin, 1991:107)

Alas hak adalah dasar dari diterbitkannya suatu sertipikat, sering menjadi
masalah utama khususnya mengenai status pemilikan selain letak batas pemilikan,
yang pada umumnya diwaktu yang lalu tidak lengkap.

Didalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, bukti pemilikan tanah
mnilah yang diperlukan sebagai alas hak atau dasar penerbitan sertipikat. Alas hak
merupakan data yuridis yang berupa surat bukii yang dijadikan dasar penerbitan
sertipikat oleh kantor pertanahan.
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b. Prosedur Untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Prosedur untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 1999 tentang tata cara
pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, dimulai
dari proses permohonan dan pemberian hak atas tanah untuk pertama kali yaitu :

1. Surat pemohon;

Permohonan hak atas tanah dilakukan secara tertulis, dengan cara mengisi
formulir (sesuai dengan Pasal 9 Permeneg Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999
tentang pemberian dan pembatalan hak atas tanah), permohonan tersebut harus
memuat keterangan tentang

a. Pemohon, berkaitan dengan apakah pemohon itu perorangan atau badan
hukum;

b. Tanahnya, berkaitan dengan letak, luas, batas-batas, status, dan jenis
tanahnya;

¢. Keterangan lain

2. Lampiran;

Sesuai dengan Pasal 10 Permenncg Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun
1999, permohonan tersebut harus dilampiri dengan :

a. Mengenai diri pemohon;

b. Mengenai tanahnya; dan

¢. Turunan dari surat-surat bukti hak penggunaan tanah secara beruntun.

3. Proses penanganan oleh Kepala Kantor Pertanahan:

a. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala seksi pengurusan hak
atas tanah untuk mencatat di dalam daflar permohonan hak milik dan
memeriksa apakah keterangan yang diperlukan sudah lengkap;

b. Memerintahkan kepada seksi pendaftaran tanah, tata guna tanah dan
pengurusan hak atas tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang
diperlukan seperti surat keterangan pendaftaran tanah, gambar situasi atau

surat ukur, dan lain-lain;
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4. Pengumuman (Pasal 15 s/d Pasal 28 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah);

5. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH);

6. Kewajiban pemohon, yaitu :
a. Membayar sejumlah uang (uang pemasukan dan pembiayaan landreform)
b. Mendaftarkan hak atas tanah yang diberikan

7. Pengeluaran sertipikat (sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 )

¢. Tujuan Diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Tujuan dari pada diterbitkannya hak atas tanah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Talun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, bahwa sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar di
dalam buku tanah. “penerbitan sertipikat dimaksud agar pemegang hak dapat
dengan mudah membuktikan haknya”.

Pernyataan tersebut diatas memiliki pengertian bahwa penerbitan sertipikat
hak atas tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
dengan kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi yang dimaksud adalah kodifiksi
hvkum agraria, yaitu menjadikan hukum adat yang tertulis. Adapun yang
dimaksud unifikasi adalah menyeragainkan hak-hak atas tanah ke dalam salah
satu hak sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. dengan demikian, sertipikat {anah harus memiliki kepastian
hukum (Gautama, 1993:32)

Kepastian hukum dibidang pertanahan diatur dalam Undang-Undang
Pokok Agraria yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan melalui pendafiaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan vang diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksud meliput; :

I. kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak

tersebut atau disebut dengan kepastian hukum mengenai subjek atas tanah;
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2. kepastian mengenai tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah, atau
disebut dengan kepastian hukum mengenai objek atas tanah (Perangin-angin,
1979:76)

Kegunaan dari penerbitan sertipikat hak atas tanah selain untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkuta, hal ini berguna pula bagi negara
yaitu menciptakan tertib administrasi dalam bidang pertanahan yang dapat
memperlancar setiap kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah dalam
pembangunan.

Karena itulah data-data yang disimpan di Kantor Agraria baik tentang
subjek maupun objek hak atas tanah disusun sedemikian rupa agar dikemudian
hari dapat memudahkan siapapun yang ingin melihat data-data tersebut, apakah
itu dalam rangka memperlancar setiap peralihan hak atas tanah maupun dalain

rangka pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah (Kartasapoetra, 1984:134)

2.3.4 Keputusan Tata Usaha Negara
a. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)

Indonesia sebagai Negara Hukum Modern (walfare  state), tugas
pemerintahan adalah menyelenggarakan kepentingan umum (public service).
Tujuan Negara RI sebagaimana dirumuskan dalam alenia 1V pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 : “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
~-mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah menggunakan suatu alat
antara lain yang disebut Ketetapan Administrasi Negara (Beschikking). Menurut
E.Utrecht, “Beschikking” atau ‘Ketetapan™ adalah suatu perbuatan berdasarkan
hukum public yang bersegi satu, ialah yang dilakukan olch alat-alat pemerintahan
berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

b. Syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan sah apabila memenuhi
syarat-syarat, yaitu :
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1. Keputusan tersebut dibuat oleh alat perlengkapan yang berwenang, artinya
apabila yang membuat ketetapan tersebut bukan pejabat yang berwenang,
maka ketetapan yang dibuatnya itu adalah batal demi hukum (van
rechtswegenietig). Jadi ketetapan tersebut dianggap tidak pernah ada dan
kebatalan itu berlaku sejak semula (exfunc) yakni berlaku surut hingga pada
saat dikeluarkannya ketetapan itu;

2. Dalam pembentukan kehendak pada diri aiat perlengkapan Negara tidak boleh
ada kekurangan yuridis. Artinya ketetapan itu benar-benar dibuat oleh alat
perlengkapan negara tanpa adanya :

a. Dwang (paksaan);
b. Dwaling (kekhilafan);
c. Bedrog (penipuan).

3. Ketetapan harus diberi bentuk tertentu, artinya ketetapan itu harus memuat
pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan, baik factual
maupun yuridis. Sebab pertimbangan ini yang akan menopang dictum dari
suatu Ketetapan Administrasi Negara.

4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar .
artinya sctiap ketetapan yang dibuat harus berdasarkan Undang-Undang dan
sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi dasar ketetapan itu

5. Pembuatan ketetapan harus menurut prosedur yang telah ditentukan.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata

Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN), hal tersebut ditentukan dalam Pasal | ayat (4) Undang-Undang No.9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Namun tidak semua KTUN bisa digugat melalui

Peradilan Tata Usaha Negara. KTUN yang bisa digugat melalui Peradilan Tata

Usaha Negara adalah KTUN sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat

(3), Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
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“Keputusan Tata Usaha Negara adalah adaiah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum
Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (Indroharto, 2002:100)

Dari rumusan tersebut menunjukkan bahwa KTUN harus memenuhi 5

» (lima) unsur yaitu :

8

(3]

Bentuk penetapan harus tertulis. Syarat ini mengenai bentuk formalnya seperti
surat pengangkatan, surat nikah, sertipikat, dan sebagainya. Persyaratan
tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktiannya. Surat penetapan
tersebut dapat digugat apabila sudah jelas :
a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
b. Maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu;
¢ Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan, didalamnya
Jelas bersifat individual, konkrit, dan fiual;
d. Serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.
Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Bunyi Pasal 1 (2) UU No.9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha yaitu :
“Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalalk Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku™.
Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum
Tata Usaha Negara. Artinya segala tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang bcrlakult; dan
dari tindakan tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam suatu pcruﬁlan
dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumusan Pasal |
(2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Bersifat konkrit, individual, dan final.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

a. bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata
Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat
ditentukan;

b. bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak
ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

c. bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan
dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan
akibat hukum yang definitif (Indroharto. 2002:101-102).

2.3.5 Peradilan Tata Usaha Negara
a. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara i
Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, memuat peraturan-
peraturan tentang kedudukan, susunan, kekuasaan serta Hukum Acara yang
berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara
sendin dapat diartikan sebagai wadah hukum atau tempat bagi suatu proses
hukum terjadinya suatu sengketa Tata Usaha Negara baik yang masih akan
digugat maupun yang sudah atau telah diproses melalui Peradilan Tata Usaha
Negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan pejabat publik selaku
pejabat Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh pejabat publik atau pejabat Tata Usaha Negara.

b. Alasan Mengajukan Gugatan

Gugatan yang diajukan di muka Peradilan Tata Usaha Negara berbeda
dengan gugatan yang diajukan dimuka peradilan perdata. Karena pada Peradilan
TUN ini, gugatannya terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa
tuntutan agar keputusan TUN yang merugikan kepentingan penggugat itu
dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan hanya berupa tuntutan ganti
rugi.

Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

TR R
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yaitu mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan terdiri dari 2

(dua) macam alasan antara lain : '

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketiga alasan diatas, bagi warga masyarakat atau badan
hukum perdata dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan dan bagi
pengadilan dapat digunakan sebagai pengujian dan dasar pembatalan dalam
menilai apakah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan

~ hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan
batal atau tidak sah.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Alasan yang Digunakan oleh Ahli Waris dari Supija Rabudin Alm. dalam
Memohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Masalah pertanahan atau sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan
Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember merupzkan contoh kasus
dari sekian banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fakta dalam
kasus tersebut adalah bahwa ahli waris dari Supija Rabudin Alm. yang secara {isik
adalah pihak yang menguasai penuh dan mengerjakan tanah yang menjadi objek
sengketa dan telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban atas tanah yang
merupakan tanah bukan milik pemerintah atau negara,

Sampai saat ini, tanah warisan dari Supija Rabudin belum pernah
dilakukan peralihan hak atas tanah dengan cara apapun, sehingga para pihak ahli
waris merasa sangat kecewa dan sangat dirugikan dengan diterbitkannya 28
Sertipikat Hak Milik yang masing-masing antara lain alas nama :

I. Sertipikat Hak Milik No.1759 atas nama Drs. Madi Haryono;

2. Sertipikat Hak Milik No.2428 atas nama Drs. TL Muchammad Rifia’t
3. Sertipikat Hak Milik No.4801 atas nama Drs, Boediantoro;

4. Sertipikat Hak Milik No.4802 atas nama Drs. Syahruri Much. Rifa"y

Di sisi lain, para ahli waris mengetahui bahwa sclama ini diatas tanah yang
mereka kuasai dan dikerjakan tidak pemah ada pengukuran atau hal-hal lain yang
dilakukan oleh pemegang sertipikat terhadap objek tanah tersebut.

Menurut Bapak Supriadi (mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember) pada Tanggal 2 Juni 2003 bahwa dasar penerbitan sertipikat-sertipikat di
atas tanah Bapak Supija Rabudin yaitu

a. Surat keterangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur Tanggal

21 September 1987 No.21/859/SK/320/1987;

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Timur Tanggal 29 Juli 1989 No.160/520.1/35/1989,

23
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¢. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 Maret Tahun 1999 No.353/HM/35/1999.
Berdasarkan informasi dari Bapak Supriadi, maka ahli waris Supija

Rabudin mengajukan permohonan pembatalan ke-28 Sertipikat Hak Milik yang

telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dengan menunjukkan

alas hak yang berupa

1.

[

a. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun 1939/1940
Luas 6.905 M2;

b. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun 1939/1940
Luas 20.161 M2;

¢. Surat Pajak Tahun 1959 Luas 6.905 M2;

d. Surat Pajak Tahun 1959 Luas 20.161 M2; dan

e. Kutipan Peta Kretek atau Gambar Situasi.

Surat Keterangan ahli waris No.12/ADTMK/2003/PA. j.i. dari Pengadilan

Agama Jember, yang menyatakan bahwa ahli waris dari Supija Rabudin

berhak atas bidang tanah yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Supija

Rabudin Alm. beserta kewajiban-kewajiban yang melekat diatasnya yaitu

sebagai wajib pajak;

Secara nyata menguasai dan mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa

oleh ahli waris sebagai tanah pertanian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan
Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatt}an ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat
tersebut”.

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun

1997 Dengan demikian ahli waris tidak terkena ketentuan daluarsa sebagaimana
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yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 avat (2) Peraturan Pemerintah No.24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Ahli Waris untuk Menyelesaikan

Masalah Tanah Miliknya
Pada Tahun 1900an, Supija Rabudin Alm memiliki tanah seluas kurang

lebih 2,7 Ha yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus sebagai tanah
pertanian hingga sampai sekarang oleh para ahli warisnya.

Tanggal 2 Juni 2003 merupakan awal mula terjadinya sengketa tanah
sebab pada saat itu ahli waris mengetahui bahwa tanah yang selama ini digarap
telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan kabupaten Jember tanpa
sepengetahuan dari ahli waris yang notabene adalah pemilik tanah tersebut. Para
ahli waris menganggap bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut tidak dapat
dibenarkan atau dapat dikatakan bahwa sertipikat-sertipikat tersebut tidak sah.

Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802 scbagai Ketetapan
Administrasi Negara (heschikking) dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

I. Ketetapan Administrasi Negara dibuat oleh  alat perlenghapan yang

: berwenang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember bcrdasarkml ketentuan Pasal 6 avat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; “dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran
tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan”

2. Dalam pembentukannya, kehendak pada din alat perlengkapan negara
tidak boleh ada kekurangan yuridis atau wilsgebreken (cacat dalam
kehendak), artinya tanpa adanya unsur-unsur -

a. Dwang (paksaan),
b. Dwaling (kekhilafan), dan
¢. Bedrog (penipuan).
3. Ketetapan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar

dan harus menurut prosedur pembuataunya (rechimatige). Mengenai

DO e
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bentuk keputusan disyaratkan untuk dibuat dalam tertulis karena sangat

penting terutama bagi mereka yang merasa tidak puas atas keputusan itu.

Keputusan tertulis memuat secara jelas motivasi dikeluarkannya

keputusan, sehingga dapat dimengerti pertimbangan-pertimbangan yang

dijadikan alasan bagi dikeluarkannya suatu keputusan;

4. Isi dan tujuan Ketetapan Administrasi Negara harus sesuai dengan isi dan
tujuan Peraturan dasarnya (doelmatig). Keputusan harus.langsung terarah
pada sasaran tujuan, sehingga efisien dan cermat. Apabila keputusan itu
diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan atau menyalah gunakan
wewenang (detaurnement depouvoir) maka ia dapat digugat agar
dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik
No.1759, 2428, 2429, 4801, dan 4802 terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi
di dalam mengeluarkan keputusan, diantaranya:

1. Terdapatnya kekurangan yuridis atau “wilsgebreken” (cacat dalam
kehendak) yaitu adanya unsur “dwaling” (kekhilafan) yang dilakukan oleh
Kantor pertanahan Kabupaten Jember di dalam penerbitan sertipikat.
kepada para pemohon yang sama sekali tidak memiliki ataupun menguasai
tanah tersebut;

2 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menerbitkan Sertipikat Hak
Milik No.1759. 2428, 4801, dan 4802 tidak melalui prosedur yang
ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997
tentang ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah yang menyebutkan :

“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkan proses
pendafiaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 tentang
ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah diatas, seharusnya Kantor Pertanahan

bersama-sama panitia ajudikasi melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah terkait

ko o
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dengan penetapan data fisik dan data yuridis mengenai objek yang akan
didaftarkan (Harsono, 1999:471)

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa tindakan pihak Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sama
sekali tidak melibatkan panitia ajudikasi untuk menetapkan kebenaran data fisik
dan data yuridis. Data fisik meliputi :

Pengukuran dan pemetaan;

a
b. Pembuatan peta dasar pendaftaran;

o

Penetapan batas-batas bidang tanah;

d. Pengukuran dan pemectaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran;

e. Pembuatan dafiar tanah: dan

f.  Pembuatan surat ukur/gambar situasi.

Sedangkan data yuridis meliputi :

a. Penetapan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang

b. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak
milik.

Data fisik dan data yuridis selanjutnya menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Menteri No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendafloran Tanah,
harus dilaksanakan pengumuman yang diadakar di kantor Panitia Ajudikasi,
Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dengan tuuan untuk
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan  untuk
mengajukan keberatan-keberatan.

Menurut ketentuan Pasal | ayat (4) Undang-Undang No.9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”
Berkaitan dengan hal itu, tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara atau

Ketetapan Administrasi Negara dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha
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Negara (PTUN). Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui PTUN

adalah Keputusan TUN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata™

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

¥

2

Penetapan tertulis;

Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat
hukum Tata Usaha Negara;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bersifat konkret, individual dan final.

Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428. 4801, dan 4802 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember memenuhi unsur-unsur yaitu ;

L.

2

Sertipikat Hak Milik yang dimaksud diatas adalah sebagai penetapan
tertulis yang di dalamnya terdapat surat ukur atau gambar situasi dan buku
tanah;

Seripikat Hak Milik yang dimaksud diatas yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 19 UUPA jo
Pasal 5 dan 6 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanal,
Sertipikat yang dimaksud diatas berisi pemberian hak atas tanah kepada
para pemegang hak yang bersangkutan, sehingga timbul hubungan hukum
antara pemegang hak dengan tanah scluas 2,7 Ha persegi yang terletak di
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
Sertipikat Hak Milik yang dimaksud diatas merupakan konkritisasi dari
ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 yaitu “dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan™ yang objeknya adalah tanah di
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Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : selokan

Sebelah selatan : gunung

Sebelah timur : gunung

Sebelah barat : lorong

Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802 adalah keputusan
Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hikum perdata”

Terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802

menyebabkan timbulnya sengketa TUN antara pihak ahli waris Supija Rabudin
melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Hal tersebut memenuhi
ketentuan Pasal 1 (4) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengkcta yang tirabul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat Tata Usaha Negara baik dipusar maupun didaerah sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”
Adapun Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801. dan 4802 yang

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat-syarat
sahnya ketetapan administrasi negara, sehingga pihak-pihak yang dirugikan yaitu

. para ahli waris Supija Rabudin dapat melakukan upaya pembatalan Sertipikat Hak

Milik tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
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2.3 Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, 4802 di
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka ada pihak ketiga dalam hal ini para
" ahli waris Supija Rabudin merasa dirugikan. karena para ahli waris tersebut bukan
merupakan pihak yang langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
mereka juga tidak mengetahui bahwa tanahnya telah disertipikatkan atas nama
orang lain. Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tenfang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
Para ahli waris dapat menggugat pejabat TUN yang mengeluarkan sertipikat hak
mibik diatas dengan menggunakan ketentuan tenggang waktu 90 hari sejak
diterbitkannya sertipikat hak milik, tetapi dihitung secara kasuistis sejak ia
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertiptkat hak
milik tersebut.

Adapun alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat
(2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangarn dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, para ahli waris dapat mengajukan gugatan terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428,
4801, dan 4802 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember. Adapun alasan-alasan yang mendasarinya adalah :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menerbitkan
sertipikat-sertipikat yang dimaksud diatas telah melanggar ketentuan Pasal

31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu
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“sertipikat  diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar
dalam buku tanah”. Adapun data fisik dan data yuridisnya tidak sesuai
dengan fakta yang ada, yaitu tanah tersebut belum pernah dipatok-patok
menurut kapling-kapling yang menunjukkan adanya penetapan kebenaran
data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan Pasal 15 s/d 20 Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Pasal 19 s/d
23 Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan
pelaksanaan pendaftaran tanah. Dengan demikian seriipikat-sertipikat
tersebut diatas dapat digugat karena bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku;

o

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menerbitkan sertipkat-
sertipikat  tersebut  diatas bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan vang baik, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah
melanggar asas kecermatan yaitu tidak cermatnya dalam meneliti
keberadaan tanah tersebut sebab secara defacto, tanah tersebut telah dalam
penguasaan dan kepemilikan ahli waris dari Supija Rabudin dengan itikad
baik dan didukung dengan beberapa bukti-bukti yang cukup yang diajukan
dimuka sidang peradilan Tata Usaha Negara diantaranya '
a. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun
1939/1940 Luas 6.905 M2;
b. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun
1939/1940 Luas 20.161 M2;
¢. Surat Pajak Tahun 1959 Luas 6.905 M2;
d. Surat Pajak Tahun 1959 Luas 20.161 M2; dan
¢. Kutipan Peta Kretek atau Gambar Situasi.
Dengan demikian Sertipikat Hak Milik nomor 1759, 2428, 4301, dan 4802
diterbitkan dengan adanya cacat kehendak pada diri pejabat Tata Usaha Negara
vaitu adanya kekhilafan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Dengan demikian, maka para ahli waris Supija Rabudin menggugat Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
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Menurut Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 yang menyatakan .

“Batalnya suatu sertipikat hak atas tanah terjadi karena adanya cacat hukum
administratif dalam penerbitan sertipikat hak atas tanahnya atau disebabkan
karena melaksanakan keputusan pengadilan yang memiliki kekvatan hukum
yang tetap”.

Pembatalan suatu sertipikat hak atas tanah dapat dilaksanakan berdasarkan
Keputusan menteri Negara Agraria, tetapi dalam hal ini Menteri Negara Agraria
dapat melimpahkan kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah
kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembatalan sertipikat hak atas tanah.

Keputusan mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yang
dikarenakan cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakﬁkan
berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan atau dilakukan secara
langsung oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya permohonan dari pihak yang
berkepentingan. Permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat diajukan
secara langsung kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala pejabat yang
ditunjuk dengan melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No0.9 Tahun 1999 mengenai batalnya
sertipikat hak atas tanah yang dikarenakan melaksanakan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka faktor yang inenyebabkan batalnya
sertipikat tersebut adalah :

I. Faktor kelalaian dari Kepala Kelurahan yang mana tidak mencantumkan
bukti tanah yang menjadi objek sengketa ke dalam buku kretek atau
kerawangan sebagai tanah hak yasan/milik melainkan sebagai tanah
negara bekas Hak Eigendom Verponding No0.3605 dan 4428. sehingga
oleh pihak Camat Sumbersari dilakukan pengaplingan atas tanah tersebut
yang kemudian dijadikan alas hak penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut

diatas tanpa diteliti dulu kebenarannya;
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2. Bahwa pada saat diadakan pengukuran untuk pembuatan surat
ukur/gambar situasi tanggal 24 Juli 1987 tanpa sepengetahuan Kepala
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
(selanjutnya akan diperlihatkan dalam lampiran);

3. Proses pendaftaran terhadap objek sengketa sama sekali tidak melibatkan
tim Panitia Ajudikasi di dalam menetapkan kebenaran data fisik dan data
yuridis dan tidak dilakukannya pengumuman terkait telah dilaksanakannya
pendaftaran tanah. Pengumuman itu sendiri bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
keberatan-keberatan;

“Pemberian surat tanda bukti hak atas tanah adalah berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat” berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA. Kekuatan
pembuktian sertipikat tanah adalah tidak mutlak karena sistem pendaftaran tanah
yang dianut dalam UUPA adalah sistem negatif artinya bahwa segala apa yang
tercantum di dalam sertipikat tanah itu adalah dianggap benar sampai dapai
dibuktikan keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang pengadilan dan
oleh karenanya masih dapat digugurkan sepanjang dapat membuktikan ketidak
absahannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat demikian yaitu
dalam kaedah hukum yang tercantum dalam putusannya No.459 K/Sip/1975
adalah :

“Mengingat stelsel negatif tentang register atau pendaftaran tanah yang

berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register

bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila keabsahannya dapat
dibuktikan oleh pihak lain”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sertipikat hak milik atas tanah
masih mungkin untuk dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang
menyatakan ketidakabsahnnya. Dengan demikian sertipikat bukanlah bukti satu-
satunya tidak tergoyahkan dan karenanya harus dirilai tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mutlak dan hakim dalam kasus ini tentunya akan mencari alat
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bukti lain yang menjadi dasar/alas hak penerbitan sertipikat tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembatalan sertipikat hak milik, daiain praktek sering
terjadi kesimpangsiuran tentang siapa sebenarmya yang berhak membatalkan
sertipikat tanah yang dimiliki seseorang dan akibat hukumnya mengenai
pembatalan sertipikat tersebut.. Berdasarkan penerbitannya, sertipikat diterbitkan
oleh pemerintah yaitu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
¢.q Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya/kabupaten setempat. Dengan demikian
pencabutan/pembatalan sertipikat harus melalui instansi agraria.

Mengenai wewenang Menteri Negara Agraria untuk membatalkan
sertipikat atas tanah adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tertanggal 3 Mei 1968 No.350 K/Sip/1968 yaitu :

“Untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertipikat tanah) yang
dikeluarkan oleh instansi agraria secara tidak sah, tidak termasuk wewenang
pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi schingga
pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib minta pembatalan surat bukti
hak milik (sertipikat) itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan
pengadilan yang diperolehnya”.

Melihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka yang

berwenang mengeluarkan dan mencabut/membatalkan sertipikat tanah adalah
instansi agraria dan bukan pengadilan. Pengadilan hanya berwenang untuk
mencari siapakah yang berhak atas sertipikat tersebut. Pengadiian selaku instansi
penegak hukum memiliki wewenang untuk menilai pemeriksaan yang diteliti dan

kemudian memutuskan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan itu.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Alasan yang digunakan oleh para ahli waris untuk memohon pembatalan

- 9

Sertipikat Hak Milik bermula dari pemberitahuan Bapak Supriadi (mantan

pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) tanggal 2 Juni 2003 yang

mengetahui bahwa tanah yang selama ini digarap sebagai tanah pertanian

ternyata sudah diterbitkan surat tanda bukti hak atau sertipikatnya tanpa

sepengetahuan ataupun persetujuan dari para ahli waris padahal ahii waris

mempunyai alas hak yaitu :

a. Surat Keterangan ahli waris no.12/ADTMK/2003/PA j.r. dari Pengadilan
Agama Jember;

b. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun 1939 s/d
1940 luas 6.905 M2;

¢. Verponding Indonesia Jaitoe Padjeg Tanah dan Bangunan Tahun 1939 s/d
1940 luas 20.161 M2;

d. Surat Pajak Tahun 1959 luas 6.905 M2; dan

e. Surat Pajak Tahun 1959 luas 20.161 M2.

Upaya hukum yang ditempuh oleh ahli waris untuk menyelesaikan masalah

tanah miliknya adaleh dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata

Usaha Negara. Ini berawal dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu terdapatnya kekurangan yuridis atau cacat

dalam kehendak (wilsgebreken) yaitu adanya unsur kekhilafan (dwaling) yang

dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan juga tidak

melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 'dan Pasal 20

Peraturan aaapemerintah No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah yaitu adanya panitia ajudikasi dalam penetapan data fisik

dan data yunidis dan juga tidak adanya pengumuman setelah diadakannya

pendaftaran tanah.

Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1759, 2428, 4801, dan 4802 di

Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten lember dapat
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dilakukan berdasarkan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum
yang tetap dan juga berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan
yang kemudian dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang (instansi Agraria)
setelah ditunjuk oleh Pengadilan yang telah memberikan putusan pembatalan
atas Sertipikat Hak Milik tersebut, akan tetapi masih belum dilaksanakannya
proses pembatalannya oleh instansi agraria sebagai lernbaga yang berwenang,

dalam hal ini adalah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

4.2 Saran

Mengingat pentingnya hak atas tanah, hendaknya masyarakat supaya
mendaftarkan tanahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku sehingga diperoleh surat tanda bukti hak atau sertipikat untuk
mendapat perlindungan kepastian hukum dari pemerintakh;

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagi pejabat Tata Usaha Negara
(TUN) hendaknya sering mengadakan penyuluhan-penyuiuhan kepada
masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan juga dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarahat dan bukannya menyulitkan

masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.
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ian Tanah Memp&kan‘tanah ; 'tegal. .......................................................................................
n t Jalan Kaliurang.

-tanda batas : ... TUBU=tugu:l e.d.V,berdiri ditengah-tengoh batas

(Memenuhi Ps. 21 dan 22 PMNA/KA.BPN.No.3/1997)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- oleh Tuan Drs.HAJI SJAHOERI MOECH.RIFA'I.
»hon : : Tuwan Drs,BOEDIANTOROYBsc.,
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Pasal 17

anda batls ‘termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas
.ngkutan

Pasal 32

b
‘duln ppndnitarnn tanah dilakukan apabila ter]adl perubahon pada data fisik atau data

Pasal 42

hak karena pewarisan mangenal bidang tanah hzk yang sudah didaftar dan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AT 2 D
AEEARIONA L : ) =
AT il i ) - -
(f AASORAL A ¥ 8
P FEALL
SEORAL . s
FENATI NN A, ‘ - .
FASIOMAL (1A ANI . Pty e
VAR :
SPLEY SHTa ]
ALALLE n
.
- H'WNE
\

PROPINSI :

PRI I RAL
¥ PR
JUIAN b

KABUPATEN / KOFAMADYA- :

.. KECAMATAN :
PALM )
Alatsy -,-‘ .

) A iy
R aebers- . DEEA/ KELURM,[AN :
! m Atk g :

[ AL Larhad ot .

em.fy \u.- 1Rt

P LA )

IgngUPATEN / Ke%

DAFTAR 1SIAN 208
No. . Q602 .. . 1190
DAFTAR ISIAN 307

No b6 4 . 19 ..

S A

———— 5
TV RN IS EN TRy
3-{'/- LR TA LA DA VAT AP0 POLaTa

(SfEyaeh)

T

R

FoTs

R

i%s
2y

¥

o

V6 P B A


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENDAFTARAN - PEK1LIAMA

WF SRINAY

BAU\NFERIAw' X Vst
LW‘EN [o R 4802 Fo s :

I S Doktorandus' B, SJAHOEAI MUCH, GRIFAI

\DANXPEITANSH. ; ; e LI i s Ul .

\Laan“\ﬁﬂv&f KC] SUMI!EBSABI ' : i

LDANFL H'UU .m 5 J' e I 1R

AL A e

DANPEI
LBADANPE Hi

i,‘“‘::ﬁ‘fii 'Nga.34.,72.o4.00754

LEADANPLRT ANA WAL LW .

ANA NI 5 _1: 2 BT — o
'?Bl“:ﬁé Srghrsi .‘fm s f)" NAMA PEMEGANG HAK

Tanggal }ahiq'?-@%gm-pend#iaﬂ t 15-07-1933.

oanersbetake Tanah N
LEAQNITR FANSHS Wi WAk
DANREST NAANA A - : LY v g

LBADANPERY AN,
DANPERTANA L A
LEAQANTERT &M m blaiv i,

WERRAT AR s o 1oy PEMBUKUAN,

DANIER ANwi T A & r i |
LEIALLALIN IS ANA g S0, 6 1 Viryuie FOSE 8
"“""J{gnyq; ! A LT W meer\ .............. Ta), ot 2 2 1999
Dmu-'ilumum-' A S, i ' A 3
SRAPIRETOY A% T s By s v j Kep"tld Kantor Pertanahan
B An i " sl Kubupjl"%/ [Cotasmadhyer-
7 4 t .
v Pombertan h'\l\ Nm g e I
t,llNJl‘ & AT ST
I)n.Jr'l“IM.:n 1 . |
A N R g
llr.d.'rr'larul . .
W
< 4 l"émcmll.m / l’unmh.m / . :
IRA A LETR T o0 i . ]

(I\P U

wonenggabynizan hulﬂm, ————
Mt RYAMAELL IONAS e, . 'y LT o
(0D A 2 O A A '\ \ N

FI Y ALA
dyRDASAR BENDAF I‘ARAN
QM{HM.\HA- W A
ARALDANPTRIAL A o sl

. . \

'mi mnwofro SH

TRA M- e - W / S :
U\“fbu ml rbli"l 2()2 i R e TR T T TR T

\D/\HN‘HANA M N A BEE i : =

na gl oL s 010055624

3\:;‘:‘:\;[1‘51.'1:,2& C— NIk

LBADA ‘ a . .

DN FE TR — i Vel

\wﬁur MEkR A ' —

s,qxat Kggutusan Wﬂ Y | 1) PENERBITAN SERTIPIKAT
e 4i53708-=03-1999 i d |
\fﬁ-ﬁ%?ﬁlhi5’@/35{‘99§ Jeq:ber vt 'I'gi. /f‘q-—/&”
R ICT A ‘ :

q“.wcgirmohonan Pemecalmli i " Kepala Kantor Pertanahan

ADA

“”'Pcmlﬂahan / Penggabum,an bld‘ml: - Kabupaten / Keamadye
WA DANPER Taha il X \ Jem'b
DAtiFe A ¢ ' 1 . >
“:n.Tg’l % (o # L L PR T P PP 7
BANPLI B i
nLuapAm' i Cu )
-:JAHP(M NAGIA R v ¢
A 57 AN T N0 1) GRS | S LR e

HIANPEM Fothey 8500,

- SURATUKUR - p
fol; }1204-1999
TR

Dre, DARWOTQ,

NIP 010055824 :c

\Qé}"'ﬁ[ﬂ;NUNJUK ’I‘amh 'Hega.ru. bekas Hak Eigendom Verponding No.3605 sebagian,
o g Luns 3 | 105 m2, sebagian dari lua.a : 20, 180 o2,
D..’t 301 30.2207/11/1 199-

! .
/ \ .y v .
b
T L v ’
e |
case v ceeu v - e .

» * v - ‘-

- L 1 " L] L Ll

o ga 'y e e

- - - - Te -

" ' ‘e . ¥

st DTN . K



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T€347 39 . DAFTAR ISIAN 207
pelal o |7 120 el /|~ ol |8 ol NIB :12.34.72.04.00754.
e SURAT UKUR
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" SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
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S (.’.‘?.?.‘?‘.?E‘f?.‘.i....?f’..'...f.f‘...F.‘f%??...?.‘?...??f‘.lﬁ“r/?ﬁ% .BPN. +No.3/1997).
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...... .J
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Pemohon e & Tuan Drs.HAJI SJAHORRI MOEC.RIFA'I.
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